
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT  
 

KOMISI I DPR RI 
 

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN 
NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN 
LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, 
KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) 
 

Rapat ke  :  7 (tujuh) 

Tahun Sidang : 2016-2017 

Masa Persidangan :  V 

Jenis Rapat   :  Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) 

Hari, Tanggal :  Kamis, 8 Juni 2017 

Pukul :  10.00 WIB  

Sifat Rapat :  Terbuka 

Pimpinan Rapat :  Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI  

Sekretaris Rapat :  Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI 

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1       

                       Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 

Acara  : Sesi I: 

 Pembahasan RKA KL dan RKP KL Kemenkominfo T.A. 2018 
 

Sesi II: 
Isu-isu aktual antara lain: 
1) Kesiapan pembentukan Badan Cyber Nasional; 
2) Progress report pembangunan Palapa Ring wilayah timur; 
3) Persiapan RUU Usul Inisiatif Pemerintah bidang komunikasi dan informatika;  
4) Progress report hasil Uji Coba Siaran TV Digital; 
5) Isu-isu aktual lainnya yang terkait dengan Kemenkominfo. 

Hadir   : 1.   ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI 

    2.  Menkominfo, Rudiantara, beserta jajaran. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat 
pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 



2.  Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 dengan acara 
dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya 
Viada Hafid. 

 

II. KESIMPULAN :  
 

1.  Komisi I DPR RI menerima penjelasan Menkominfo terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemkominfo Tahun Anggaran 2018 sebesar 
Rp4.937.361.000.000,- (empat triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu 
juta rupiah), termasuk didalamnya pagu indikatif: 
a. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat T.A. 2018 sebesar Rp45.381.082.000,- (empat puluh lima 

miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah) 
b. Dewan Pers T.A. 2018 sebesar Rp17.312.774.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus dua belas juta 

tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) 
c. Komisi Informasi Pusat T.A. 2018 sebesar Rp16.750.702.000,- (enam belas miliar tujuh ratus 

lima puluh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).  
 
 Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikan RKA dan RKP Kemkominfo Tahun Anggaran 

2018 tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti. 
 
2.  Sehubungan dengan RKA dan RKP Kemkominfo, KPI Pusat, Dewan Pers, dan KI Pusat, Komisi I 

DPR RI meminta:  
a. Kemkominfo 

1)  Meningkatkan fungsi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan Government Public 
Relation (GPR) 

2)  Meningkatkan literasi media sosial  
 

b. KPI 
1)  Meningkatkan sosialisasi literasi media kepada masyarakat terkait dengan bahaya 

penayangan konten negatif  di media penyiaran.  
2)  Memastikan bahwa output Survei Indeks Kualitas Program Siaran di sejumlah kota/wilayah 

memberikan manfaat maksimal kepada penyelenggaraan penyiaran dan kualitas program 
siaran yang lebih baik.   

 
c. Dewan Pers 

1)  Meningkatkan sosialisasi kepada media terkait dampak penayangan konten negatif  di media 
massa. 

2)  Melakukan evaluasi terkait dengan program pendataan penerbitan pers nasional dan 
verifikasinya.  

 
d. KI Pusat  

Melakukan program inovatif yang mampu merealisasikan misi KI Pusat dan peningkatan 
penanganan sengketa serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Komisi I DPR RI akan menggagendakan Rapat Kerja dengan Menkominfo, Kepala Lembaga Sandi 

Negara, Menko Polhukam, Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mensesneg untuk 
membahas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

 
 

III. PENUTUP 
 
 Rapat ditutup pukul 13.45 WIB. 

 
Jakarta, 8 Juni 2017 

KETUA RAPAT, 
 

TTD 
 
 

MEUTYA VIADA HAFID 
A-235 

 


